DAFTARISI

No. | Tanggal Pengirim Tema Hal.
1 | 31Januari 2013 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | Tanggapan terhadap Penghapusan | 1
Dinas Pengelolaan Keuangan Piutang Penyusutan, Aset Tetap
Daerah. Bernilai Kecil, dan BLUD
2. | 6Maret2013 | Sekretaris Daerah Kabupaten Penempatan Akun Sesuai SAP 7
Mojokerto dalam Neraca
3. | 6Maret2013 | Sekretaris Daerah Pemerintah Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan "
Kabupaten Sumbawa Besar Daerah
4. | 14 Maret 2013 | Kepala Dinas PPKAD Kabupaten | Kapitalisasi Barang Milik Daerah 17
Nganjuk
5. | 11 April 2013 | Sekretaris Daerah Kabupaten Petunjuk Pengakuan Pinjaman 21
Kapuas Daerah
6. | 1Mei2013 Kepala Dinas PPKAD Kabupaten | Penjelasan Perlakuan Akuntansi 25
Hulu Sungai Selatan
7. | 7Mei2013 Kepala Dinas PPKAD Kabupaten | Pencatatan Jaminan Kesehatan 29
Nganjuk Masyarakat Daerah (Jamkesda) dan
Pencairan SP2D Lewat Tahun
8. | 7Mei2013 Wakil Bupati Barito Kuala Kapitalisasi Barang Milik Daerah 33
9. | 7Mei 2013 Sekretaris Daerah Kota Bima Pengakuan dalam Neraca Daerah 47
atas Kewajiban kepada Pihak Ketiga
yang belum selesai dilaksanakan.
10. | 6Juni 2013 Menteri Dalam Negeri Akuntansi BLM PNPM Mandiri 51
Perdesaan
11. | 23 April Pemerintah Kabupaten Minahasa | Permintaan Penjelasan Perlakuan 55
Tenggara Akuntansi dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
12. | 19 Juni 2013 Bupati Tanah Datar Akuntansi Belanja Modal dan 61
Kapitalisasi Aset
13. | 28Juni 2013 Jaksa Agung Muda Pembinaan Kebijakan Akuntansi terhadap Uang | 65
Pengganti
14. | 28 Juni 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Konsultasi Kerja Sama 69
Probolinggo
15. | 28Juni 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Tindak Lanjut Konsultasi Kerjasama | 81
Tulungagung
16. | 24 Juni 2013 Direktur Pembinaan Pengelolaan | Mekanisme Penambahan Pokok 85
Keuangan Badan Layanan Dana Khusu yang Berasal dari Saldo
Umum Direktorat Jenderal Kas BLU
Perbendaharaan
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17. | 28 Aqustus Kepala Dinas Pendapatan Penjelasan Klasifikasi Belanja dan 89
2013 Pengelolaan Keuangan dan Aset | Nilai Perolehan
Kota Bontang
18. | 7 November Sekretaris Daerah Pemkab Sragen | Pencatatan Ketekoran Kas Daerah 97
2013
19. | 27 November | Sekretaris Daerah Kabupaten Pendapat tentang Perolehan 101
2013 Tanah Datar dan Penilaian Tanah untuk jalan

Pemerintah Kabupaten, Tanah Datar

Vi
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2. Penyusulan Asel Tetap

Penyajian aset tetap pada LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011
telah telah didukung data Sistim Informasi Manajemen Barang
Daerah (SIMBADA) yang didasarkan pada data hasil inventarisasi
Barang Milik Daerah tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dan
sebagian telah dilakukan appraisal.

Pada penyusunan LKPD tahun 2012 ini direncanakan akan dilakukan
penyusutan untuk pertama kali dengan didasari Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 68 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi
khususnya pada KA-03 paragraf 215 - 219 (terlampir).

3. Penerapan Ektra Akuntabel untuk aset tetap bernilai kecil.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi, khususnya pada Kebijakan Akuntansi Nomor KA-03 pada
paragraf 106 — 108 telah mengatur tentang aset tetap bermilai kecil
yang menyatakan bahwa batas pengeluaran belanja yang dapat
dikapitalisasl adalah yang diperoleh dengan harga satuan senilai
Rp.250.000,- keatas. Tetapi pada prakleknya setiap jenis aset tetap
nilai malerialitasnya berbeda-beda, sehingga batasan nilai
kapitalisasinya sewajarnya berbeda-beda.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan melakukan perubahan
terhadap kebijakan akuntansi tentang batas kapitalisasi aset tetap
menjadi lebih rinci sesuai jenisnya, dan selanjutnya akan
menerapkan ekstra akuntabel untuk aset tetap bernilai kecil.

4. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 445/103/HK/
424.013/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Penetapan Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka terhitung mulai tanggal
1 Maret 2012 RSUD Bangil secara kelembagaan berubah statusnya
dari SKPD menjadi BLUD.
Namun demikian sampai dengan akhir tahun 2012 RSUD tersebut
belum menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan masih
menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di sisi lain
RSUD telah melaksanakan kewenangan BLUD vyaitu sebagian
Pendapatan Retribusi RSUD tidak disetor ke Kas Daerah dan
digunakan untuk membayarkan belanja secara langsung.
Selanjutnya untuk memisahkan sumber pendapatan dan belanja dari
APBD dengan sumber pendapatan dan belanja sendiri, maka sejak
Perubahan APBD tahun 2012 RSUD telah memiliki 2 (dua) DPA.
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Beberapa hal tersebut diatas tentunya harus dilaksanakan
dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi salah prosedur dan salah
penyajian. Oleh karena itu mohon dapatnya penjelasan tentang :

1. Langkah langkah teknis terkait dengan Penghapusan Piutang Tak
Tertagih dan Dana Bergulir Tak Tertagih.

2. Langkah langkah teknis terkait dengan Penyusutan Aset Tetap untuk
pertama kall.

3. Kepatuhan terhadap Konsistensi Kebijakan Akuntansi apabila
dilakukan perubahan terhadap batas kapitalisasi aset tetap,
mengingat akan diterapkannya Ekira Akuntabel untuk aset tetap
bernilai kecil yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap
penurunan nilai aset tetap.

4, Pelaporan Keuangan RSUD yang memiliki 2 (dua) DPA apakah perlu
menyampaikan 2 (dua) Laporan Keuangan SKPD serta bagaimana
perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang terlanjur tidak disetor
ke kas daerah dan Belanja yang tidak dibayar melalui kas daerah
tersebut.

Mohon dapatnya jawaban secara tertulis beserta ilustrasinya
disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pasuruan Jalan Hayam Wuruk nomor 14 Pasuruan, fax nomor 0343-
410188 atau melalui email dengan alamat
bidang.akuntansi@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya
disampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur, cq. Kepala BPKAD Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Jatim di Surabaya

3. Bupati Pasuruan (sebagai laporan)

4. Inspektur Kabupaten Pasuruan
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perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Sedangkan sesuai
dengan Paragraf 33, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan BLUD agar mengacu pada ketentuan
yang mengatur mekanisme pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Sedangkan
terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang terlanjur tidak disetor ke
kas daerah dan belanja yang tidak dibayar melalui kas daerah, sesuai dengan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang
Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah,
pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD
dapat diakui sebagal pendapatan SKPD dengan syarat entitas penerima waljib
melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Begitu juga
terhadap pengakuan belanja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1.

2.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagal Kstua Komite
Konsultatif KSAP;

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagal Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.
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keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang
bersangkutan.

Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa surat keputusan dimaksud pada ayat Ini
mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir

beslaag).

c) Dengan demikian, pencatatan akuntansi untuk mengakul piutang keruglan daerah

dapat dilakukan berdasarkan:

1. surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa keruglan tersebut
menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan yang bersangkutan bersedia
mengganti kerugian daerah dimaksud, yang menurut UUPN pasal 61 ayat (3)
disebut Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

2. apabila SKTJM tidak dapat diperoleh, maka berdasarkan dokumen “Surat
keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara” yang diterbitkan
Kepala Daerah.

3. Secara akuntansi pembebanan kerugian daerah tersebut dilakukan dengan
mendebit tagihan kepada bendahara/pegawal negeri bukan bendahara/pejabat
lain yang bersangkutan, dan mengkredit kas atau aset yang menjadi tanggung
jawab yang bersangkutan.

3. Berdasarkan peraturan perbendaharaan yang berlaku, penyelesalan Kerugian Daerah
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

Kerugian negara/daerah secara legal diselesalkan secara perdata, yang tatacaranya

menurut UUPN ditetapkan sebagai berikut:

1) Menurut pasal 62 UUPN pengenaan keruglan negara/daerah yang dilakukan oleh
bendahara ditetapkan oleh BPK;

2) Sedangkan pengenaan kerugian negara yang dilakukan oleh pegawal negeri
bukan bendahara menurut pasal 63 UUPN ditetapkan oleh Menteri/pimpinan
lembaga/ gubernur/bupati/walikota.

Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, apabila dalam pemeriksaan ditemukan

unsur pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana, vide

UUPN pasal 62 (2) dan pasal 64 (1). Begitu pula yang bersangkutan dapat dikenai

sanksi administratif.

Pasal 64 (2) UUPN secara tegas menyatakan bahwa putusan pidana tidak

membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi untuk

mengganti kerugian negara/daerah harus diupayakan semaksimal mungkin dari yang
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bersangkutan, a.l. dengan memanfaatkan kewenangan sita jaminan (conservatoir
beslaag) yang disebutkan pada penjelasan pasal 61 ayat (3) UUPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP, dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP
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Kriteria apa saja yang digunakan dalam menentukan nilai satuan minimum aset tetap?
Sehingga dalam menentukan batasan Satan Minimum angka nominalnya bisa tepat

Dalam Bultek KSAP Bab XI Renovasi Aset Tetap Paragrap dua menyebutkan bahwa
Pengeluaran sctelah Perolehan awal suatu asset letap yang memperpanjang masa
manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ckonomi dimasa vang akan
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau pemngkatan kinerja harus
ditambahkan pada nilai asset yang bersangkutan.

Contoh @ Kegiatan untuk biaya pemeliharaan pasar penggantian Policarbonat menjadi
Owmng  vang mlainya Rp. 98 ju. bagmimana perlakuannya? Karcna dalam
Anggarannya masuk Kode Rek. Barang Jasa ( Pemeliharaan Fasilitas Umum )

Tahapan-tahapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemberlakuan Standar
Akuntansi berbasis Acrual di tahun 2014, terkait dengan hal tersebut mohon dapatnya
segera diterbitkan petunjuk tehnisnya dan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh
P'emerintah Pusat? Mohon Penjelasan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PPKAD

KABUPATENRGANIUK

~ Dra/ MUKHASANAT, M.Si
Pemibina Utama Muda
NIP.19580706 198403 2 008
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mengacu pada praktik akuntansi pemerintahan yang berlaku pada beberapa pemerintahan

termasuk pada Pemerintah Pusat.

5. Berdasarkan par 31 PSAP 07 dan BAB |l Buletin Teknis No, 09 biaya sertifikal dikapitalisasi.
Alokasi biaya sertifikasi dapat mengacu pada par 42 PSAP 07 yang menyatakan bahwa
biaya perclehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan.

6. Kriteria dalam menentukan nilai satuan minimum aset tetap merupakan pertimbangan
entitas pelaporan yang bersangkutan, namun bila diperiukan dapat merujuk pada kebijakan
nilai kapitalisasi Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing
daerah.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Konseptual
menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form). Terhadap
suatu pengeluaran walaupun penganggarannya bukan berasal dari akun Belanja Modal
namun memenuhi kriteria aset tetap, pengeluaran tersebut harus ditambahkan pada nilai
asel tetap tersebut.

8. Tahapan-tahapan yang periu dipersiapkan untuk pemberlakuan Standar Akuntansi berbasis
Akrual di tahun 2014 adalah:

a. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis
akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis Kas Menuju
Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual,

b. Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai penerapan SAP berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

!.q,.{KEtua Komite Kerja,

“Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif, dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite
Keonsultatif.
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i, Pengeluaran penyertaan modal kepada PDAM diperlakukan sebagai
pengeluaran pembiayaan karena termasuk dalam kategori investasi jangka
panjang permanen.

b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, penerimaan maupun pengeluaran tersebut
tidak masuk dalam struktur APBD. Jika terdapat kesalahan, mengacu pada PSAF 10
paragraf 20 dari Lampiran |l PP 71/2010, maka koreksi dapat dilakukan dengan

melakukan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya
kesalahan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan: - U
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Kelua Komite

Konsultatif
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- harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan dana

abadi;
- pengelolaan dana abadi bersifat mandiri,

2. Berkaitan dengan SP2D yang fidak dicairkan oleh kontrakior, Saudara dapat mengacu

pada Lampiran Il PP Nomer 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagal berikut

a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada paragrafl 8 yang
menyatakan bahwa Kas adalah uang tunal dan saldo simpanan di bank yang
setlap saat dapat digunakan untuk memblayal keglatan pemerintahan;

b. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisas! Anggaran paragraf 31 yang menyatakan
bahwa Belan/a dlakul pada saat terjadinya pengeluaran darl Rekening Kas Umum
Negara/Daerah;

Berdasarkan uralan di atas, pengakuan belanja dan pengurangan kas pada dasarnya
dapal dipersamakan dengan outstanding SP2D yaltu diterapkan pada saat
penerbitan/penyerahan SP2D jika wakiu antara penerbitan/penyerahan SP2D ke bank
dan pencairannya relatif bersamaan dan apablla pembayaran telah dilakukan dengan
giro bilyet maupun dengan pembayaran secara langsung lainnya yaltu dipindahbukukan
ke nomer rekening, pihak ketiga yang bersangkutan, meka hal Hu sudah merupakan
Belanja. Selanjutnya untuk transaksl| tersebut perlu adanya pemisahan kas darl kas dl kas
daerah sebesar yang belum dicalrkan dan dicatat sebagal kas lalnnya yang merupakan
baglan aset lancar, sedangkan disis| kredit timbul adanya utang Jangka pandek yaltu
utang kepada plhak ketiga. Penganggaran terkalt dengan psmbayaran untuk malunasi
utang kepada pihak ketiga tersebut tidak perlu dilakukan lagl karena ditahun sebslumnya
sudah dianggarkan dan sudah dibebankan pada suatu anggaran berkenaan sehingga
tidak lagi membebanl APBD. Dana tersebut merupakan kas di luar kas daerah dan bukan

bagian slipa.

Demikian kaml sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

4 Ketua Komlte Kerja,
ar H. njuntak
Tembusan;
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementsrian Keuangan sabagal Ketua Komile
Konsultatif;

2, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negerl sebagal Wakil
Ketua Komite Konsultatif,
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2. Terkait dengan Pencairan SP2D Lewat Tahun

a. Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran || PP Momor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Sesuaidengan Paragraf 14 PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak
Dilanjutkan, Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010, koreksi kesalahan atas
pengeluaran belanja yang tidak berulang yang lerjadi pada periode-periode
sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dan
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo
Anggaran Lebih (SAL).

¢c. Transaksi belanja atas pengadaan papan visual seharusnya dicatat pada tahun
2011. Akan tetapi, berhubung transfer kepada CV Wisnu Wijaya baru dilaksanakan
pada tahun 2012, maka sesuai dengan butir 2.b di atas, Pemkab Nganjuk harus
membuat jurnal dengan mendebet SILPA/SAL dan mengkredit Kas Umum Daerah.
Pada saat yang bersamaan, Pemkab Nganjuk juga harus membuat jurnal dengan
mendebet utang kepada CV Wisnu Wijaya dan mengkredit ekuitas (dana yang
disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek).

d. Selanjutnya, guna mengatasi masalah serupa, sehubungan dengan transaksi
pengadaan aset pada akhir tahun, salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah
tetap mencatat SP2D dengan mendebet belanja modal dan mengkredit Kas Umum
Daerah, dan pada CalK dijelaskan bahwa SP2D baru dicairkan pada tahun
anggeran berikutnya, yang dalam rekonsiliasi kas disebut dengan istilah outstanding
check. Pada saat bersamaan entitas juga membuat jurnal korolari yaitu dengan
mendebel asel tetap dan mengkredit ekuitas (diinvestasikan dalam aset tetap).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

A‘D Ketua Kumil; Kerja

insar H. Simanjuntak

Tembusan:;
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite
Konsultatif
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Nomor
Lampiran
Perihal

028/040 /Aset-DPPKKD/2013 Marabahan, 16 Januari 2013
1 (zatu) berkas

- Mohon Pendapat Penerapan Buletin

Teknis SAP No.4, Kepada Yth.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
JI. Budi Utomo No.6 Jakarta
Di-
JAKARTA

Sehubungan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten

Barito Kuala dengan BPK Perwakilan Prov. Kal.Sel atas penerapan Buletin

Teknis SAP No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.Z010, dimana

dalam Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. KalSel atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010

No.21.B/LHP/IXLBJM/08/2011 tanggal 18 Agustus 2010 pada TP : 14

Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tidak Sesuai Ketentuan yang menyebutkan bahwa : Fencataian aset fetap

belum sesusi dengan harga perolehsn, nilai asef dicatat berdasarkan

realisasi pengeluaran belanja modal dan belum mengkapitalisasi
honorarium yang terkait dengan perolehan’,

Hal mana Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan berpedoman pada;

1. Lampiran IX. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni
2005 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset
Tetap, halaman 5 baris 22, Komponen Biaya;

2. Buletin Teknis SAP No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
tanggal 29 Desember 2006 halaman 10 baris 5 dan halaman 17 baris 20,

3. Peraturan Menteri Kemangan Rl No.120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara tanggal 27 September 2007 Lampiran
VI, halaman 101 hurup C, Kebijakan dibidang Kapitalisasi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, belanja pegawai yang terdiri dari

honorarium panifia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang

tidak dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset tetap kecuali honor tim
pengadaan tanah.

Berkenaan perbedaan penafsiran atas Buletin Teknis SAP No.4 tersebut,

bersama ini dimohonkan pendapat dari Komite Standar Akuntansi

Pemerintah,

ARAN
0 KU
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